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ABSTRAK 

 
REZKI PURWASARI. Analisis Kualitas Pelayanan Bagian Pengadaan Barang Dan 

Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh 

Madris dan Mursalim Nohong). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan Instansi dan Mitra 

terhadap kualitas pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan hubungan 

antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Instansi dan Mitra terhadap 

pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan 

metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan Instansi dan Mitra 

terhadap pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju ditinjau dari Proses Seleksi 

Penyedia Barang/Jasa adalah Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Terbuka dan 

Adil. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan instansi dan mitra 

terhadap pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju: 1) Mampu memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat dan memuaskan atau terpercaya, 2) Ketanggapan 

pegawai untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cukup tanggap 

atau tanggap, 3) Karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, sopan santun, dan 

sifat amanah dalam melayani pelanggan sehingga Assurance (Jaminan atau 

Keyakinan) dapat terpenuhi, 4) Kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi, 

perhatian dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. terpenuhi 

dengan baik sehingga menimbulkan rasa empati dapat dilakukan dengan cepat, dan 5) 

Sarana fisik, peralatan, dan prasarana dalam pelayanan sudah berwujud. 

 

 

KATA KUNCI: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Memuaskan, Kabupaten Mamuju 
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ABSTRACT 
 

 

REZKI PURWASARI. Analysis Of Goods And Services Procurement Section (Bpbj) Service 

Quality Of Mamuju District Government Regional Secretariat (supervised by Madris dan 

Mursalim Nohong). 

 

 

This research aims to explain the level of satisfaction of agencies and partners on the BPBJ 

service quality of Mamuju District Government, and the relationship between the factors that 

affect the satisfaction of Agencies and partners towards BPBJ services of the Mamuju 

District Government. This research uses a mixed-method of qualitative and quantitative with 

a descriptive analysis approach. From the research, it can be concluded that the level of 

satisfaction of Agencies and Partners with BPBJ services of the Mamuju District Government 

reviewed from the Selection Process for Goods/Services Providers is Efficient, Effective, 

Transparent, Accountable, Open and Fair. The relationship between the factors that affect 

the satisfaction of agencies and partners to the BPBJ services of the Mamuju District 

Government: 1) Able to provide services promptly, accurately and satisfactorily or reliably, 

2) Responsiveness of employees to assist customers and provide services that are quite 

responsive or responsive, 3) Employees have knowledge, ability, courtesy, and trustworthy 

nature in serve customers so that Assurance (Guarantee or Confidence) can be fulfilled, 4) 

Ease of relationships, communication, attention and understanding of customers' needs can 

be met properly so as to generate a sense of empathy can be done swiftly, and 5) Physical 

facilities, equipment, and infrastructure in the service is already tangible. 

 

 

KEYWORDS: Service Quality, Agency Satisfactory, Mamuju District 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan 

pengelolaan keuangan negara yang baik. Bagi pemerintah selalu diperlukan barang dan jasa 

baik untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong 

(supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (asset) seperti tanah, bangunan, mesin 

dan peralatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjamin 

kelancaran operasional serta pertumbuhan dimana untuk mendapatkannya tidak dapat 

diperoleh secara instan tetapi memerlukan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tersebut 

dimulai dari saat melakukan perencanaan, pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu 

untuk mengantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di 

gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya atau biasa di sebut pengguna barang.   

Selain faktor waktu, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sangat 

strategis termasuk jika dilihat dari pertimbangan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka 

pengadaan. Anggaran pengadaan barang dan jasa pada APBN 2018 sebesar Rp. 537 triliun, 

lebih tinggi dari anggaran pengadaan barang dan jasa pada 2017 yaitu Rp. 525 triliun dan 

2016 sebesar Rp. 429 triliun. Dari nilai tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.45,68 triliun dengan rincian: 

1. Rp.20,36 triliun untuk belanja pegawai;  

2. Rp.23,10 triliun untuk belanja barang; dan 

3. Rp.2,22 triliun untuk belanja modal.  

Sampai dengan kuartal kedua 2018, telah terealisasi 319 paket tender dari 639 paket 

tender (Keterangan Pers Kemenkeu, 2018) Dari paparan data oleh Kemenkeu tersebut dapat 
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dilihat bahwa serapan anggaran untuk skala Nasional saja banyak dialokasikan pada 

pengadaan barang dan jasa. Begitu pentingnya pengadaan barang dan jasa pada semua 

tingkatan pemerintahan yang ada, dimana pengadaan barang dan jasa memasuki semua 

alokasi anggaran seperti belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang dan jasa. 

Kompleksitas pengadaan barang dan jasa pun harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

manajemen secara garis besar yakni Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), 

Pengarahan (Directing), Pengendalian (Controlling). Untuk itu, dapat dikatakan disetiap 

alokasi jenis anggaran disitulah terdapat pengadaan barang dan jasa.  

Proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai barang atau jasa 

tersebut diterima atau digunakan oleh pengguna barang, sehingga didalam proses pengadaan 

barang dan jasa juga diperlukan fungsi – fungsi manajemen seperti dalam proses pengelolaan 

keuangan daerah. 

Dapat dilihat bahwa nilai pagu anggaran pada pengadaan barang dan jasa cukup 

besar, bahkan melebihi dari Pagu belanja modal, ini dikarenakan pengadaan barang dan jasa 

tidak hanya berada pada satu lokasi anggaran yakni belanja modal, tetapi pada alokasi 

anggaran belanja lainnya.  
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Tabel 1. Laporan Realisasi APB Kab. Mamuju tahun 2019 dan 2018 
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Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat Realisasi Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 

272.490.620.637,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 234.414.016.375,-. Adapun 

jumlah Paket Pengadaan yang ada pada tahun 2018 sebanyak 1000 paket dengan Pagu 

Anggaran sebesar Rp. 297.676.000.000,- sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 848 paket 

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 249.278.000.000,- 

 Mengingat alokasi belanja barang dan jasa yang cukup besar maka perlu adanya 

pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan dan pelayanan pengadaan. Dengan demikian, 

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pelaksanaan barang dan jasa secara 

menyeluruh. Peraturan ini memuat simplifikasi peraturan berupa pengaturan pada hal-hal 

normatif serta penyederhanaan struktur yang semula berisi 19 bab berisi 139 pasal penjelasan 

menjadi 15 bab berisi 94 pasal. Selain simplifikasi tersebut, peraturan ini juga memuat 

beberapa perubahan istilah, perubahan definisi, serta penambahan pengaturan baru yang 

mengakomodasi praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, deregulasi terhadap aturan-aturan 

yang ada diharapkan dapat lebih fleksibel namun tetap terjaga akuntabilitasnya. Pada 

peraturan baru ini, pengaturan mengenai standar dan prosedur diatur lebih lanjut melalui 

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta 

peraturan kementerian sektoral terkait. 

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah khususnya tidak dapat 

dipisahkan dengan fungsi pelayanan publik. Untuk itu, standar yang ditetapkan dan 

diimplementasikan harus senantiasa dilihat dari perspektif pelayanan publik termasuk 

merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Menurut Kurniawan, pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005). Selanjutnya 

menurut Kepmenpan No. 63 dan KEP dan M.PAN dan 7 dan 2003, publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang–undangan. Secara garis besar Pelayanan Publik diartikan sebagai setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Menurut Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan  

Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan  Jasa oleh Kementerian dan  Lembaga dan  

Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN dan  APBD yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu 

bentuk pelayanan publik yang diberikan negara dalam hal ini Pemerintah kepada baik antar 

lembaga daerah selaku pengguna anggaran dan barang maupun kepada masyarakat selaku 

pihak ketiga. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 

perekonomian nasional dan daerah. 

Namun demikian, seringkali pelayanan yang diberikan kepada rekanan belum 

sepenuhnya optimal karena berbagai faktor. Hal tersebut dapat ditemukan pada hasil 

penelitian Simson yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pengadaan secara elektronik 
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di LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dikategorikan belum optimal 

walau beberapa dimensi kualitas pelayanan yang dinilai sudah optimal (Simson, 2018).  

Dalam pada itu, berdasarkan hasil penelitian Riyan Rahayu Pratiwi, Nina Widowati, 

Rihandoyo menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-procurement di Kota Semarang dapat 

dikategorikan belum optimal. Walau terdapat beberapa dimensi kualitas pelayanan yang 

dinilai sudah optimal. Faktor yang menghambat kualitas pelayanan e-procurement di Kota 

Semarang yaitu dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang belum optimal. Perlu adanya 

perbaikan dan pengoptimalan diberbagai dimensi pelayanan agar kualitas pelayanan tersebut 

semakin meningkat (Pratiwi et al., 2014). 

Fenomena pelayanan publik khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa 

(PBJ) berbasis elektronik di Kabupaten Mamuju juga menjadi hal yang perlu mendapatkan 

perhatian. Adapun fenomena yang terjadi seringnya terdapat pengaduan dari masyarakat 

terhadap aparat penegak hukum terkait proses pengadaan barang dan jasa, Selain itu tidak 

sedikit  pihak media yag menyoroti dan meliput proses pengadaan barang dan jasa pada 

Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta adanya beberapa keluhan dari pihak OPD/ Instansi 

Pemerintah pada kualitas pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab 

Mamuju. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah dengan melakukan kajian atas 

kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini akan mengkaji kualitas pelayanan  bagian 

pengadaan barang dan jasa (BPBJ) sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Mamuju. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 

pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 dengan melihat dari tahapan pengumuman 

lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, 
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evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta  penetapan dan pengumuman pemenang, 

yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai 

dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kualitas pelayanan BPBJ 

Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan Penerapan Prinsip Prinsip Pengadaan 

terhadap Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Sekertariat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Mamuju dilihat dari Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Kualitas Pelayanan BPBJ Pemerintah 

Kabupaten Mamuju dinilai oleh Instansi dan Rekanan terhadap Proses Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan pada Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 beserta perubahannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah 

Kabupaten Mamuju sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan, baik bagi 

BPBJ itu sendiri maupun bagi instansi lainnya yang melaksanakan atau menggunakan jasa 

BPBJ dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Serta diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Setdakab Mamuju dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Birokrasi 

Ismail  Nawawi (2013) dalam bukunya menjelaskan birokrasi secara etimologi (asal 

kata) yang terdiri dari dua kata yaitu; bureau yang berarti meja dan kratia (cratein) yang 

sering diartikan dengan kata pemerintahan (Nawawi, 2016). Jika hanya kedua kata tersebut 

secara harfiah digabungkan maka bisa diartikan sebagai pemerintahan atau administrasi 

melalui kantor. 

Almond dan Powel Ismail Nawawi (Nawawi, 2016) berpendapat birokrasi 

pemerintah adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan 

dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat kebijakan resmi. (The 

governmental bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a 

complete grading subordinates to the formal role maker). 

Wolfgang Kasper dan Streit dalam bukunya berjudul Institutional “Economics: 

Social Order and Public Policy” mengatakan bahwa barang publik tidak dapat disediakan 

dengan menggunakan mekanisme pasar dan pemerintah adalah organisasi yang bertugas dan 

diberi kewenangan menyediakan barang publik (Wolfgang Kasper & Streit, 1998). 

Martin Albrow (Albrow, 1989) juga mengungkapkan ciri ciri utama birokrasi ideal 

antara lain, yaitu : 

1. Adanya suatu struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke 

bawah dalam organisasi. 
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2. Adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang tegas. 

3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang 

mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya. 

4. Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas 

dasar karier dengan promosi yang didasarkan atas dasar kualifikasi dan 

penampilan atau kinerja (performance). 

Miftah Thoha memberikan sifat – sifat yang spesifik merupakan ciri birokrasi 

(Thoha, 2002). Beberapa sifat-sifat birokrasi itu menurut Thoha antara lain,  

1. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja, 

2. Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan 

3. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas 

4. Adanya promosi dan jabatan yang didasarkan atas kecakapan 

Hill dkk mengatakan birokrasi memiliki sejumlah makna, diantaranya yaitu 

pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism (Hill 

et al., 2020). Selain itu, Weber dalam Gerth dan Mills menyatakan bahwa rasionalitas 

administratif dapat dicapai dengan membagi-bagi pekerjaan ke dalam fungsi administratif 

spesifik, memberi kewenangan yang jelas untuk masing-masing unit kerja tersebut, 

menyusun hirarki kewenangan di masing-masing unit kerja, mengatur patokan karir pegawai, 

dan bekerja mencapai tujuan sesuai dengan peraturan (Gerth & Mills, 2014). Kewenangan 

yang terlegitimasi dijalankan bukan atas dasar paksaan. Weber juga  mengidentifikasi tiga 

jenis konsep kewenangan: 



 

10 

 

 

1. Kewenangan Kharismatik. 

Kewenangan kharismatik merupakan kewenangan yang dibangun atas dasar 

kemampuan dan perilaku teladan secara personal. Pengikutnya mengakui legitimasi 

atas dasar perilaku heroik, kesakralan, karakter teladan dan juga kekuatan supranatural. 

Kelemahan kewenangan kharismatik ini tidak menyediakan dasar untuk pergantian 

kewenangan ketika pemimpin kharismatik menanggalkan perannya dan hal itu dapat 

menjadi ancaman keberlangsungan organisasi. 

2. Kewenangan Tradisional 

Dalam kewenangan tradisional legitimasi didapatkan berdasarkan tradisi yang berjalan 

lama. Hak untuk berkuasa berdasarkan prinsip pergantian kekuasaan secara turun 

temurun. Pengikutnya menerima legitimasi karena menghormati kesakralan 

pelaksanaan tradisi ini. Kelemahannya dalam pelaksanaan seringkali kewenangan 

tradisional dilakukan hanya atas dasar untuk kepentingannya dan bukan memberikan 

keputusan terbaik bagi organisasi. 

3. Kewenangan Atas Dasar Hukum 

Kewenangan jenis ini dibangun berdasarkan hukum/peraturan. Tipe kewenangan atas 

dasar peraturan ini sesuai untuk organisasi yang besar dan kompleks karena 

menekankan kewenangan atas dasar posisi kedinasan, bukan pada orangnya. Alat atau 

perlengkapan yang berhubungan dengan sistem kewenangan ini dilaksanakan secara 

maksimal dalam mengelola organisasi yang besar dan kompleks dan menghasilkan apa 

yang dinamakan birokrasi. Kedudukan administrator dan keterkaitannya dengan 
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peraturan, keterkaitannya dengan posisi yang mengaturnya dan dengan aparat lain 

secara tegas diatur oleh peraturan yang impersonal. Peraturan yang impersonal ini juga 

mengatur hirarki kewenangan, hak dan kewajiban aparat, metoda pengangkatan dan 

promosi, dan cara pelaksanaan tugas administratif.  

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Pengertian kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Budiman Rusli mengatakan bahwa Pelayanan menurutnya, sesuai dengan 

life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan 

secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan 

semakin menurun (Rusli, 2004). Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif 

konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan 

ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensidimensi pelayanan. 

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (Lukman, 2000), Pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu prduk secara fisik. Selanjutnya Sampara 

Lukman (Lukman, 2000) berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antarseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Menurut J.S. Badudu dkk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu & Zain, 

1994) menyatakan pelayanan sebagai sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 

Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; 

menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan.  
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JIka dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan 

birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas disini memiliki banyak definisi yang berbeda dan 

bervariasi tolak ukurnya mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Adapun 

menurut Lijan Poltak Sinambela (Sinambela, 2011), kualitas secara konvensional antara lain : 

1. Kinerja (performance) 

2. Keandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use) 

4. Estetika (esthetics) 

Adapun kualitas secara strategis adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Sehingga dapat 

disimpulkan secara garis besar pengadaan barang dan jasa sangat berperan penting dalam 

perekonomian nasional maupun daerah untuk itu diperlukan pengawasan yang melekat 

terhadap kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan diberbagai wilayah.  

Menurut Lijan Poltak Sinambela (Sinambela, 2011) secara teoritis, tujuan pelayanan 

publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:  

1. Transparasi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti; 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 
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4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat; 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain lain; 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.  

2.1.3 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang 

merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan 

dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Konsumen tidak akan berhenti hanya sampai 

proses penerimaan pelayanan. Konsumen akan mengevaluasi pelayanan yang diterimanya 

tersebut. Hasil dari proses evaluasi itu akan menghasilkan perasaan puas atau tidak puas. 

Kepuasan jasa yang dirasakan konsumen pada dasarnya merupakan tingkat kepuasan 

konsumen. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran untuk mengetahui mutu jasa yang 

ditawarkan dan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. Hal tersebut berarti jika 

kepuasan konsumen tercapai berarti pula mutu pelayanan dapat memenuhi harapan 

konsumen sehingga menyebabkan konsumen melakukan pembelian ulang dan meningkatkan 

jumlah penjualan.Untuk mengevaluasi jasa atau pelayanan yang bersifat intangible, ada lima 

dimensi pengukuran yang dilakukan (Parasuraman et al., 1988) yaitu :  

1. Reliability (Keandalan) Kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, 

akurat dan memuaskan.  
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2. Responsiveness (Daya tanggap) Daya tanggap karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Dimensi ini menekankan pada 

perhatian dan keseriusan dalam menanggapi permintaan pelanggan, pertanyaan yang 

diajukan pelanggan, pengaduan dan masalah yang dihadapi.  

3. Assurance (Jaminan atau Keyakinan) Meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf/karyawan.  

4. Emphaty (Empati) Mencakup kemudahan hubungan, komunikasi, perhatian dan 

memahami kebutuhan para pelanggan.  

5. Tangibles (Berwujud atau Bukti langsung) Mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, 

dan sarana prasarana.  

Kotler menyampaikan empat (4) metode untuk menilai kepuasan pelanggan (Kotler, 

2000) yaitu:  

1. Sistem keluhan dan saran (complaint and suggestion system)  

2. Survey kepuasan pelanggan (customer satisfaction surveys)  

3. Belanja siluman (ghost shopping)  

4. Analisis kehilangan pelanggan 

2.1.4 Pengadaan Barang Publik 

Pengadaan barang publik merupakan aktivitas yang sensitif secara politis, karena   

melibatkan   jumlah anggaran yang sangat signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
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memperoleh Barang/Jasa. Cakupan kegiatan pengadaan meliputi perencanaan, proses 

pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, penggunaan barang dan manajemen aset, dan tiga 

transaksi yaitu transaksi pembelian barang/jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang dan 

transaksi pengeluaran barang. 

Menurut penelitian Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) pengadaan barang publik di negara-negara OECD diperkirakan senilai 15 % dari 

total GDP, dan di Uni Eropa sebesar 1,5 triliun Euro pada tahun 2002. Lingkungan 

pengadaan barang publik memiliki aturan yang sangat ketat untuk meminimalisir 

penyelewengan dalam lingkungan yang beresiko tinggi dan rentan terhadap pengaruh yang 

tidak semestinya. Pengadaan barang publik juga merupakan sumber pendapatan bagi negara 

dalam hal kontribusi pajaknya. Pengadaan barang publik merupakan aktivitas pemerintahan 

yang paling rentan terhadap korupsi. Pengadaan barang publik merupakan proses yang 

mempertemukan pemerintah dengan pihak swasta, yang potensial melahirkan kesempatan 

bagi kedua pihak untuk menyelewengkan dana publik untuk kepentingan pribadi. Kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas diyakini sebagai ancaman utama terhadap integritas pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk 

meningkatkan integritas dalam seluruh proses pengadaan. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melakukan 

telah melakukan penelitian dari perspektif good governance yang menghasilkan solusi untuk 

peningkatan integritas dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa publik mulai 

dari tahapan penentuan kebutuhan hingga manajemen kontrak Menurut OECD, upaya yang 

harus dilakukan dalam meningkatkan integritas dalam pengadaan barang publik adalah 

sebagai berikut : 

a. Prosedur pengadaan barang publik harus transparan dan mendorong adanya 
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perlakuan yang sama dan adil; 

b. Sumber daya publik berkaitan dengan pengadaan barang publik digunakan sesuai 

dengan kebutuhan; 

c. Perilaku dan profesionalisme pegawai pemerintahan yang bertugas dalam pengadaan 

harus sesuai dengan tugas pelayanan publik; 

d. Sistem pengadaan mendukung pengambilan keputusan dalam pengadaan barang 

publik, memastikan adanya akuntabilitas dan mendorong pengawasan publik. 

OECD telah menyusun pengukuran standar pelaksanaan pengadaan barang publik 

yang berintegritas tinggi. Ukuran tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk 

pelaksanaan pengadaan barang publik. Standar tersebut meliputi outcome yang ideal proses 

pengadaan dan tahapan apa saja yang rentan terhadap ancaman penurunan integritas yang 

berpotensi melahirkan korupsi. Standar tersebut sebagai berikut : 

1. Resiko terhadap integritas dalam setiap tahapan pengadaan meliputi : 

a. Tahap pre-bidding: 

i. Perencanaan dan penganggaran pengadaan tidak tepat; 

ii. Persyaratan pengadaan tidak disusun dengan tepat; 

iii. Pemilihan prosedur yang tidak tepat; 

iv. Kerangka waktu untuk persiapan pengadaan tidak cukup atau tidak 

diinformasikan secara adil ke setiap peserta. 

b. Tahap pelaksanaan pelelangan: 

i. Akses informasi yang tidak adil bagi setiap peserta dalam undangan 

pemilihan; 
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ii. Kurang terciptanya kompetisi yang berakibat pada harga yang tidak 

kompetitif; 

iii. Adanya konflik kepentingan dalam proses evaluasi dan penetapan 

pemenang; 

iv. Kurangnya akses prosedural dalam hal peserta yang tidak menang ingin 

mengajukan protes. 

c. Tahap post bidding: 

i. Kurangnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh  pelaksana sendiri; 

ii. Kurangnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pemerintah. 

2. Upaya untuk mendorong transparansi dilakukan dengan : 

a. Informasi mengenai peraturan pengadaan yang transparan dan dapat diakses 

semua pihak ; 

b. Kesempatan yang sama bagi setiap peserta melalui prosedur yang kompetitif 

dan menyediakan informasi yang konsisten kepada setiap peserta; 

c. Tahap pre-bidding: 

i. Spesifikasi tidak mengarah ke satu peserta tertentu; 

ii. Adanya pengelolaan pasar dengan pendekatan strategis dan peyediakan 

informasi atas permintaan barang publik seluas- luasnya kepada industri 

sehingga dapat meningkatkan persaingan sehat. 

iii. Perencanaan yang sesuai sehingga dapat membantu pengelola pengadaan 

dalam menganalisa dan memilih prosedur pengadaan yang sesuai. 

d. Tahap bidding: 
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i. Peserta menerima informasi yang jelas dari awal mengenai kesempatan 

keikutsertaan dalam pengadaan; 

ii. Peserta menerima informasi yang adil jika ada perubahan persyaratan; 

iii. Peserta dapat meminta penjelasan lebih lanjut dengan syarat harus 

berlaku untuk semua peserta. 

iv. Peserta diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan penawaran. 

e. Tahap postbidding: 

i. Proyek dijalankan sesuai dengan spesifikasinya dan tepat waktu; 

ii. Adanya pembatasan dan pengawasan terhadap perubahan kontrak 

(addendum); 

iii. Pengawasan yang akurat dan terjadwal oleh pihak pemerintah dan 

instansi pengawasan; 

iv. Adanya penanggungan resiko dengan penerbitan jaminan. 

3. Meningkatkan profesionalisme untuk mencegah adanya ancaman terhadap integritas 

dengan cara : 

a. Memastikan bahwa anggaran publik dipakai sesuai peruntukannya; 

b. Meminimalisir potensi korupsi; 

c. Perencanaan tahunan pengadaan yang dapat diakses. Pejabat yang 

berwenang harus memberikan review atas proses pengadaan, dan 

mengidentifikasi tujuan, dan target yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Rencana ini dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada peserta 

pengadaan; 

d. Penganggaran yang meliputi : 
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i. Pengadaan publik merupakan bagian integral daripada manajemen 

keuangan publik; 

ii. Penentuan anggaran sesuai dengan manfaat yang diperoleh, dengan cara 

referensi terhadap harga pasar setempat, referensi pada harga supplier 

dan berdasarkan kontrak yang sebelumnya. 

e. Adanya sistem dokumentasi pengadaan yang seragam untuk memastikan 

implementasi peraturan yang konsisten. 

f. Pengadaan yang lebih sentralistik dan lebih efisien dengan meningkatkan 

manajemen informasi dan mengurangi biaya transaksi. Pengadaan yang 

sentralistik dapat mengurangi tatap muka dengan peserta dan lebih efektif 

dibandingkan dengan pengadaan yang dilaksanakan di masing-masing unit 

kerja secara terpisah; 

g. Meningkatkan kemampuan pegawai dengan sertifikasi dan pelatihan khusus 

tentang pengadaan sebagai bentuk investasi dalam human capital untuk 

meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi korupsi dalam pengadaan 

barang/jasa; 

h. Ketersediaan data mengenai integritas dan kinerja peserta pengadaan serta 

data mengenai kontrak sebelumnya serta pertukaran informasi antar pegawai 

pengadaan dengan penciptaan jaringan; 

i. Pemisahan kewenangan dan tugas yang jelas diantara petugas yang terlibat 

dalam pengadaan untuk menghindari conflict of interest dengan pemisahan 

entitas, fungsi, tahapan pengadaan, tugas teknis/komersial dan tugas 

pengelolaan keuangan. 

j. Pengadaan secara elektronik yang dapat mengurangi biaya pengadaan, dapat 
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mencegah adanya kontak langsung antara pelaksana dengan peserta dan 

meningkatkan transparansi; 

k. Memastikan bahwa kepentingan petugas tidak mempengaruhi proses 

pengadaan dengan adanya standar etika untuk pelaksana dan standar 

prosedur yang detail untuk pelaksanaan pengadaan; 

l. Adanya perlindungan bagi pegawai pengelola pengadaan dari pengaruh dan 

tekanan termasuk pengaruh politik untuk memastika pengambilan keputusan 

yang imparsial 

4. Memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas 

a. Dokumentasi yang akurat merupakan basis akuntabilitas karena 

menyediakan jejak pengambilan keputusan dan berperan sebagai bukti resmi 

untuk kepentingan audit dan pengawasan; 

b. Audit dan pengawasan internal dan eksternal; 

c. Menyediakan mekanisme sanggahan atas keputusan yang diambil dalam 

proses pengadaan; 

d. Adanya pakta integritas untuk memastikan proses pengadaan dilakukan 

dengan transparan, akunTabel dan mencegah korupsi. 

Pengadaan barang publik harus dilaksanankan secara efisien dan efektif. Menurut 

Simon (2000) efisiensi mengacu pada tingkat sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai 

hasil pada tingkatan tertentu. Konsep pengukuran efisiensi harus menjawab seberapa banyak 

sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang dimaksud. Tingkat perbedaan 

efisiensi membandingkan penggunaan sumber daya sebagai input terhadap output. 

Efektivitas adalah tingkatan dimana aktivitas mencapai hasil yang diinginkan. Konsep 
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efektivitas harus menjawab apakah hasil yang telah ditargetkan dapat tercapai atau tidak. 

Pengukurannya dengan membandingkan antara hasil aktual dengan standar atau ekspektasi 

yang telah ditetapkan.  

OECD (2007) dan Schapper (2009) berpendapat bahwa transparansi dan 

akuntabilitas diyakini merupakan faktor kunci untuk meningkatkan integritas dan mencegah 

korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Tetapi kedua hal tersebut harus diimbangi dengan hal 

penting lainnya misalnya memastikan adanya manajemen yang efisien dalam pengelolaan 

sumberdaya publik, dan adanya persaingan sehat. Stasavage mengatakan bahwa transparansi 

adalah pertimbangan yang relevan ketika birokrat memilih kebijakan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya hasil aktual dapat dipengaruhi oleh kejadian 

yang  tak diharapkan (Stasavage, 2003). Langkah yang paling baik untuk mengatasi moral 

hazard adalah dengan mengawasi dan membuat perilaku agen terlihat. Hal tersebut dapat 

tercapai dengan prosedur administratif yang memungkinkan terjadinya pemberian informasi 

oleh birokrat. 

Stirton dan Lodge berpendapat bahwa meski tidak identik tetapi tansparansi 

berhubungan erat dengan akuntabilitas (Stirton & Lodge, 2001). Transparansi adalah adanya 

jalan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dikatakan transparan jika 

responsif terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan. Aktivitas Lembaga 

Transparansi Internasional dalam mendorong reformasi anti korupsi menjadikan 

transparansi dan akuntabilitas sebagai bahan diskusi utama untuk reformasi pelayanan 

publik. Hal yang menentukan sebuah pelayanan publik disebut sebagai transparan, jika 

mereka responsif terhadap pengguna pelayanan dan menanggapi keinginan tersebut. 

Transparansi memerlukan keadaan dimana warga negara dapat mengontrol pelaksanaan 

pelayanan publik berdasarkan preferensi mereka, termasuk juga mengetahui bagaimana 
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keputusan dibuat. 

Prinsip lain yang harus dipenuhi adalah prinsip akunTabel. Rubinstein mengatakan 

bahwa akuntabilitas sering dilihat sebagai alat yang penting untuk membatasi kekuasaan 

yang tidak terbatas (Rubinstein, 2007). Akuntabilitas sangat penting untuk politik 

demokrasi. Mekanisme akuntabilitas memerlukan kemampuan seorang pelaku untuk 

memberi sangsi terhadap pelaku lainnya. Ketika pelaku yang seharusnya diberi sangsi 

kemudian lebih kuat dibandingkan pemberi sangsi, maka akuntabilitas sebagaimana 

digambarkan menjadi tidak efektif. Sementara itu Grant berpendapat bahwa dalam konsep 

akuntabilitas pelaku tertentu memiliki hak untuk membuat pelaku lainnya bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menentukan apakah mereka telah dapat memenuhi tanggungjawab dan menjatuhkan sangsi 

jika mereka tidak dapat memenuhinya (Grant, 2010). 

2.1.5 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Pelayanan Publik dan 

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pertimbangan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai 

berikut: 

1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi 

hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 



 

23 

 

 

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik; 

3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan 

penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi 

pengaturan secara jelas; 

4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan 

publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta 

untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan 

pengaturan hukum yang mendukungnya. 

Definisi Pelayanan Publik sebagaimana tertera dalam Pasal 1 adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menurut 

Pasal 2 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara dalam pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana tertera 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 

peraturan perundang- undangan. Pelayanan barang/jasa publik dimaksud meliputi: 
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1. Pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

2. Pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha 

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

5. Pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 

ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- 

undangan. 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  

Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pengadaan barang 

dan jasa pemerintah di lingkungan Kementrian/Lembaga/Dinas Instansi yang pembiayaannya 

baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, serta di lingkungan Bank 

Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari 

APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, 

efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akunTabel. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada 



 

25 

 

 

masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Definisi dari prinsip-prinsip 

pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :  

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan 

sasaran dengan kualitas yang maksimum; 

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang 

berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; 

d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas; 

e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang 

sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif 

dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

pengadaan barang/jasa; 

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak 

tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional  

g. AkunTabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
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Untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government, maka 

Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya 

secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak 

berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para 

pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akunTabel. Peningkatan 

kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu 

didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akunTabel.  

Untuk meningkatkan efisiensi dan Efektivitas penggunaan keuangan negara yang 

dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk 

menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang 

sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga 

diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan 

baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan 

pelayanan masyarakat 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, 

bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akunTabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap proses pengadaan barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 

oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: 

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari 



 

27 

 

 

APBN/APBD, 

2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum 

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang 

pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur 

dalam peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 meliputi : 

1. Pengguna Anggaran (PA), adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan 

pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan 

kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website 

K/L/D/I; 

c. menetapkan PPK; 

d. menetapkan Pejabat Pengadaan; 

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

f. menetapkan: 

i. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket 

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

ii. pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket 

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
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miliar rupiah). 

g. mengawasi pelaksanaan anggaran; 

h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan BPBJ/ Pejabat Pengadaan, dalam hal 

terjadi perbedaan pendapat; Dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh 

dokumen pengadaan barang/jasa. 

Selain tugas pokok dan kewenangan diatas dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran 

dapat: 

a. menetapkan tim teknis; dan/atau 

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui 

sayembara/kontes. 

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas 

pokok dan kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 

i. spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

ii. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

iii. rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

c. menandatangani kontrak; 
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d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak; 

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 

g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita 

Acara Penyerahan; 

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 

pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. 

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal 

diperlukan, PPK dapat: 

a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

i. perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

ii. perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung; 

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk 

membantu pelaksanaan tugas BPBJ; dan 

d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. 

3. Unit Layanan Pengadaan (BPBJ) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi 

melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit 

yang sudah ada. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 
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paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh BPBJ atau 

1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling 

tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh BPBJ atau 1 

(satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang 

Pejabat Pengadaan. Tugas pokok dan kewenangan BPBJ/Pejabat Pengadaan meliputi: 

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 

b. menetapkan dokumen pengadaan; 

c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 

d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-

masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke 

LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

e.  menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

g. khusus untuk BPBJ: 

i. menjawab sanggahan;  

ii. menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 

1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau 

2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi 

yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 
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h. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; 

i. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; 

j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan 

Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa 

kepada PA/KPA. 

Selain tugas pokok dan kewewenangan BPBJ/Pejabat Pengadaan dalam hal 

diperlukan BPBJ/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: 

a. perubahan HPS; dan/atau 

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh 

PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; 

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan 

barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya. 

Sebelum dilaksanakannya pengadaan, setiap pihak yang terlibat menandatangani 

Pakta Integritas baik secara manual maupun secara elektronik. Secara manual dilakukan 

dengan menandatangani lembar pakta integritas sedangkan secara elektronik dengan 
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menyetujui form Pakta Integritas yang disediakan oleh Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE). Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak 

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

Pengadaan berdasarkan jenis barang/jasa dibedakan menjadi : 

1. Pengadaan Barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

2. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 

olah pikir (brainware). 

4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 

Berdasarkan caranya pengadaan dilakukan dengan : 

a) Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 

dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab 

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat 

b) Pemilihan penyedia barang/jasa, yang meliputi : 
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a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

memenuhi syarat. 

b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan 

konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang 

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang 

kompleks. 

c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

d. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan 

konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

e. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

f. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada 

penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/ seleksi/penunjukan 

langsung. 

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi 

etika sebagai berikut: 

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
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Pengadaan Barang/Jasa; 

2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 

dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

pengadaan barang/jasa; 

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 

pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pengadaan barang/jasa; 

6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan tidak 

menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi 

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari 

atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan 

pengadaan barang/jasa.  

Pada awal tahun anggaran Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing- masing. Rencana 
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Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut: 

1. mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I; 

2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan 

barang/jasa 

3. menetapkan kebijakan umum tentang: 

a. pemaketan pekerjaan; 

b. cara pengadaan barang/jasa; dan 

c. pengorganisasian pengadaan barang/jasa; 

4. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di 

masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi secara 

terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi disetujui oleh DPR/DPRD. 

Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: 

1. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk 

ditetapkan; atau 

2. BPBJ/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan 

melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. 

Segera setelah PPK memberi instruksi kepada BPBJ/Pejabat pengadaan untuk 

memproses pelaksanaan pengadaan, BPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan 

metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. pemilihan penyedia 

barang/jasa lainnya dilakukan dengan: 
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1. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana; 

2. Penunjukan Langsung; 

3. Pengadaan Langsung; atau 

4. Kontes/Sayembara. 

Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan: 

1. Pelelangan Umum; 

2. Pelelangan Terbatas; 

3. Pemilihan Langsung; 

4. Penunjukan Langsung; atau 

5. Pengadaan Langsung. 

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang- kurangnya di 

website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, 

sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 

mengikutinya. 

BPBJ/Pejabat Pengadaan juga menyusun dan menetapkan metode pemilihan 

Penyedia Jasa Konsultansi. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi 

teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis 

dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 

1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; 

2. Penunjukan Langsung; 
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3. Pengadaan Langsung; atau 

4. Sayembara. 

Setelah ditetapkannya metode pelaksanaan pengadaan, BPBJ/Pejabat Pengadaan 

menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran dan metode evaluasi. 

Metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas: 

1. metode satu sampul; 

2. metode dua sampul; atau 

3. metode dua tahap. 

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ 

jasa lainnya terdiri atas: 

1. sistem gugur; 

2. sistem nilai; dan 

3. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 

Dalam melakukan evaluasi BPBJ/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah 

dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen 

penawaran. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat 

dilakukan dengan menggunakan: 

1. metode evaluasi berdasarkan kualitas; 

2. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 

3. metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran; atau 

4. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 
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BPBJ/Pejabat pengadaan kemudian menentukan persyaratan dan tatacara kualifikasi 

pengadaan. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta 

pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Kualifikasi dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. BPBJ/Pejabat 

Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta 

diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. BPBJ/Pejabat 

Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: 

1. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi; dan 

2. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap 

pembuktian kualifikasi. 

Setelah itu BPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses 

pengadaan. BPBJ kemudian mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara luas 

kepada masyarakat pelaksanaan pelelangan/seleksi diumumkan secara terbuka dengan 

mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:  

1. website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

I; 

2. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan 

3. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa diumumkan secara terbuka 

dengan mengumumkan secara luas pada: 
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1. website Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ 

Institusi; 

2. papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 

BPBJ/Pejabat Pengadaan kemudian menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang 

terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. PPK menetapkan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara. BPBJ/Pejabat Pengadaan 

mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Penyusunan 

HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei 

menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: 

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS); 

2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi 

terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 

3. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor 

tunggal; 

4. biaya kontrak sebelumnya atau yang  sedang berjalan dengan 

mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 

5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah 

Bank Indonesia; 

6. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan 

instansi lain maupun pihak lain; 

7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana 
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(engineer’s estimate); 

8. norma indeks; dan/atau 

9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

10. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead 

yang dianggap wajar 

Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebagai peserta pengadaan menyerahkan 

Jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa. jaminan atas 

pengadaan barang/jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai 

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan 

wanprestasi dari PPK/BPBJ diterima oleh penerbit jaminan. BPBJ/Pejabat Pengadaan atau 

PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima. Jaminan 

penawaran diberikan oleh penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada saat 

memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga 

perseratus) dari total HPS. Jaminan penawaran dikembalikan kepada penyedia barang/ 

pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan untuk 

penandatanganan kontrak. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan 

sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

Jaminan penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan 

dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. 

Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, BPBJ/Pejabat Pengadaan tidak boleh 

melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar 

Propinsi/Kabupaten/Kota. Untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa, BPBJ/ 
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Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan dilakukan 

secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. Dalam pemberian 

penjelasan, Pokja BPBJ tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai dokumen 

pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan 

pertanyaan. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu 

ditampung, maka Pokja BPBJ menuangkan ke dalam adendum dokumen pengadaan yang 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan. 

Peserta diberitahu secara elektronik oleh Pokja BPBJ untuk mengunduh adendum 

dokumen pengadaan yang diunggah Pokja BPBJ pada aplikasi SPSE. Peserta diberitahu 

secara elektronik oleh Pokja BPBJ untuk mengunduh adendum dokumen pengadaan yang 

diunggah Pokja BPBJ pada aplikasi SPSE. Pokja BPBJ dapat melakukan perubahan waktu 

pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan. Peserta berkewajiban 

untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi isian data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 

Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total 

HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen 

pengadaan. 

Dalam melakukan evaluasi penawaran, BPBJ/Pejabat Pengadaan harus berpedoman 

pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Dalam evaluasi 

penawaran, BPBJ/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan 

post bidding.BPBJ/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

BPBJ/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah 

ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi. 

Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri 
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maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis 

apabila menemukan: 

1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam 

Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa; 

2. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak 

sehat; dan/atau 

3. adanya penyalahgunaan wewenang oleh BPBJ dan/atau Pejabat yang 

berwenang lainnya. 

Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka BPBJ 

segera melakukan: 

1. evaluasi ulang; 

2. penyampaian ulang dokumen penawaran; 

3. pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; atau 

4. penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.  

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: 

1. tidak ada sanggahan dari peserta; 

2. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau 

3. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 

Tata cara penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa meliputi: 

1. PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/ jasa untuk 
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ditandatangani. 

2. Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah 

DIPA/DPA disahkan.Para pihak menandatangani kontrak setelah 

penyedia barang/ jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat 

Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 

Sebelum ditandatanganinya kontrak, peserta harus menyerahkan jaminan 

pelaksanaan. Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah untuk nilai penawaran terkoreksi 

antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai 

total HPS, jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau 

untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total 

HPS, besarnya jaminan pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan 

pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah 

terima pertama pekerjaan konstruksi. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah: 

1. penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi; atau 

2. penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai 

kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya. 

Jika pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, dilakukan serah terima pekerjaan 

dengan ketentuan : 

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan 

ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK 

untuk penyerahan pekerjaan. 
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2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk 

melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 

3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia 

Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan 

pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. 

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan 

pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan kontrak. 

PPK kemudian memberikan laporan pelaksanaan pengadaan kepada Pengguna 

Anggaran dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara 

Serah Terima Hasil Pengadaan. 

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 ini juga mengatur tentang pelaksanaan E-

Tendering dan E-Purchasing. Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman 

pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat 

dalam E-Tendering meliputi PPK, BPBJ/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. E-

Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang 

diselenggarakan oleh LPSE. Aplikasi E-Tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur 

perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta 

tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin 

dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Sistem E-

Tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi 
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dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 

2. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; 

3. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). 

Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-

kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP. 

Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik tersebut, LKPP melaksanakan Kontrak 

Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Ketentuan dalam 

pelaksanaan teknis pelelangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 134 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Secara Elektronik (E-Tendering) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas 

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding 

Document).  

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah menjelaskan adapun Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :  

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;  

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan 

Barang/Jasa;  
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d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;  

e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;  

f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia 

(SNI);  

g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;  

h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan  

i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

Selain itu, dijelaskan bahwa terdapat etika dalam pengadaan barang/jasa yang harus 

dilaksanakan yakni : 

1. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:  

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 

Pengadaan Barang/Jasa;  

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;  

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;  

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan  
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h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi 

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa 

2.  Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e, dalam hal:  

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, 

merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan 

usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;  

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak 

sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, 

kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;  

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;  

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;  

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau 

f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, 

dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, 

dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai 

oleh pemegang saham yang sama. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Rahayu Pratiwi, Nina Widowati, Rihandoyo 

(Pratiwi et al., 2014) tentang Kualitas Pelayanan E-Procurement pada Pengadaan Barang dan 

Jasa di Kota Semarang menemukan bahwa kualitas pelayanan e-procurement di Kota 

Semarang dapat dikategorikan belum optimal. Walau terdapat beberapa dimensi kualitas 

pelayanan yang dinilai sudah optimal. Faktor yang menghambat kualitas pelayanan e-

procurement di Kota Semarang yaitu dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang belum 

optimal. Perlu adanya perbaikan dan pengoptimalan di berbagai dimensi pelayanan agar 

kualitas pelayanan tersebut semakin meningkat. 

Penelitian Purnomo Edy Mulyono (Mulyono, 2020) tentang Pelaksanaan Pengadaan 

barang/jasa secara elektronik pada pemerintah Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa manfaat 

adanya e-procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri 

melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak 

mengetahui proses pengadaan barang dan jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga 

penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana. Sedangkan bagi 

penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang 

sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi 

biaya administrasi. Selain itu, e- procurement juga dipercaya mampu meningkatkan 

kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan 

koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih 

pendek, memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar. Teknologi informasi 

dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan publik lebih inovatif. 

Penelitian Arindra Rossita Arum Nurchana (Nurchana, 2014) tentang Efektivitas E-

Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa 
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pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini 

dikarenakan bahwa terdapat tujuan yang tidak tercapai yakni persaingan usaha yang sehat. 

Indikasi tersebut merupakan salah satu factor yang dapat mengurangi keefektifan penerapan 

e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. 

Penelitian Yusri (Yusri, 2017) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

berpendapat bahwa prinsip-prinsip pengadaan harus dilaksanakan dalam setiap proses 

pengadaan barang/jasa sedangkan etika yang harus dipatuhi antara lain melaksanakan tugas 

secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan barang/jasa serta bekerja secara professional sehingga tidak mengalami penurunan 

kualitas dalam proses pelayanan pengadaan. 

Penelitian Homsiah Basrie (Basrie, 2017) tentang Analisis Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 

Anggaran 2015 menjelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik (E-Procurement) di Kota Bengkulu Tahun 2015 telah menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Namun masih 

menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik dari internal pejabat pengadaan itu 

sendiri maupun dari pihak calon penyedia. Dari pihak internal, SDM yang dimiliki belum 

memadai dan belum dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni. Serta dari pihak calon 

penyedia kurang memahami mekanisme pengadaan yang sedang berjalan serta kurangnya 

pengetahuan terkait aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. 

Berdasar pada penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak penyedia layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum 

sepenuhnya dirasakan optimal oleh penerima layanan. Fenomena dalam penelitian tersebut 

sering kali juga ditemukan di pemerintah Kabupaten Mamuju. Pelaksanaan pengadaan barang 
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dan jasa (tender) yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) 

Pemerintah Kabupaten Mamuju mencakup seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang 

dilaksanakan di seluruh Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang 

pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang 

dilaksanakan secara terbuka oleh BPBJ sering memunculkan berbagai praduga, baik itu dari 

pihak Instansi maupun calon penyedia barang dan jasa.  

Secara umum dari pihak Instansi praduga yang muncul antara lain BPBJ diduga tidak 

netral dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, tidak teliti dalam 

melakukan evaluasi, mempersulit proses pendaftaran paket pengadaan dengan membuat 

persyaratan yang cukup banyak, mengulur waktu dalam proses pengadaan dengan mencari-

cari kesalahan dalam dokumen pengadaan, tidak melakukan prosedur tender dengan baik dan 

benar.  

Dari pihak calon penyedia barang dan jasa praduga yang muncul antara lain BPBJ 

memiliki calon penyedia barang dan jasa untuk dipilih sebagai pemenang pemilihan penyedia 

barang dan jasa, mempersulit akses kejaringan SPSE karena calon penyedia merasa sering 

sulit untuk melakukan log in ke halaman SPSE, selain kesulitan log in, penyedia juga sering 

mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen penawaran, tidak konsisten dalam 

melaksanakan evaluasi penawaran sehingga sering merugikan calon penyedia, melakukan 

kecurangan dalam pengumuman tender, dan tidak melaksanakan prosedur tender yang sudah 

tertuang dalam Perpres dengan baik dan benar. Praduga yang muncul dari pihak Instansi 

maupun pihak calon penyedia akan memunculkan ketidakpuasan terhadap kinerja BPBJ 

Pemerintah Kabupaten Mamuju. Apabila Instansi tidak puas akan kinerja BPBJ maka PPK 

kegiatan dapat menolak melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan 
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Jasa (SPPBJ) dan meminta evaluasi ulang sehingga memperpanjang proses pengadaan 

penyedia barang dan jasa. Apabila dari calon penyedia barang dan jasa tidak puas maka 

mereka dapat melakukan sanggahan terhadap proses pemilihan penyedia barang dan jasa 

yang dilakukan BPBJ. Berdasarkan praduga yang muncul dan dengan adanya proses 

sanggahan yang sudah terjadi serta mengingat BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah 

berdiri selama 10 (sepuluh) tahun tentu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan 

diantaranya melalui penelitian untuk mengetahui kepuasan Instansi dan Rekanan terhadap 

pelayanan yang telah diberikan dan juga elemen penting sebagai evaluasi sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. 

Saran dalam penelitian Riyan Rahayu Pratiwi, Nina Widowati, Rihandoyo (Pratiwi et 

al., 2014) dan Purnomo Edi Mulyono (Mulyono, 2020) serta berbagai permasalahan yang 

ditemukan pada praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Mamuju menjadi 

dasar dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu penelitian akan menganalisis kualitas 

pelayanan bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) sekretariat daerah pemerintah kabupaten 

Mamuju. 
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BAB III  

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

3.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab II Prinsip-Prinsip Pengadaan Pasal 6 Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Efisien;  

b. Efektif;  

c. Transparan; 

d. AkunTabel. 

e. Terbuka 

f. Bersaing;  

g. Adil/tidak diskriminatif; 

Gasperz (Gaspersz, 2000) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu 

kepada pengertian pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, 

maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan 
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Gambar 1 Alur Penelitian/Kerangka Berpikir 

 

3.2 Hipotesis 

Diketahui hipotesis dari penelitian mengenai Analisis Kualitas Pelayanan Bagian 

Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju 

adalah: 

Kepuasan Pelanggan 

Putu Budayasa dkk (Budayasa et al., 1970) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

salah satu teknik dalam mengukur sikap pelanggan adalah dengan menggunakan kuisioner. 

Perusahaan harus merancang kuisioner kepuasan pelanggan yang secara akurat dapat 

memperkirakan persepsi/harapan pelanggan tentang mutu barang atau jasa. 

Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

 

Pengumuman 

Lelang 
Penetapan 

dan 

Pengumuman 

Evaluasi Pemasukan 

dan 

Pembukaan 

Penjelasan 

Lelang 
Pendaftaran 

Lelang 

Kualitas Pelayanan BPBJ Berdasarkan Indikator Prinsip – Prinsip 

Pengadaan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Efisien, Efektif, Transparan, 

Akuntabilitas, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak Diskriminatif 
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Yusri (Yusri, 2017) menekankan dalam penelitiannya tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah bahwa Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi 

prinsip efisien, prinsip efektif, prinsip transparan, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip 

adil/tidak diskriminatif dan prinsip akunTabel. 

Zulaikha dan Hadiprajitno (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016) dalam penelitian yang 

dilakukan tentang Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian 

Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal juga menjelaskan bahwa Peraturan   Presiden   

Nomor   54   Tahun 2010   sebagaimana   terakhir   diubah   dengan Peraturan  Presiden  

Nomor  70 Tahun  2012 merupakan   pedoman   dan   tuntunan   internal dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah  yang harus dilaksanakan dan ditaati  oleh  pihak-

pihak  yang  terkait  dengan pengadaan  barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam 

pelaksanaannya, tuntutan    tersebut sering tidak terpenuhi karena adanya penyimpangan 

(fraud) sehingga tidak tercapainya tujuan yang hendak dicapai oleh sistem   pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

Fraud dalam pengadaan barang dan   jasa sering menjadi temuan auditor independen 

pemerintah,  seperti Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan (IHP) BPK pada Semester II 2014 

menyatakan bahwa   ada 7.950 temuan dan diantaranya 3.293 kasus berdampak finansial 

kerugian negara senilai Rp14,74 triliun. Serta tersedianya  sistem  dan  prosedur  yang baik  

akan  memberikan  panduan  para  pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa  

bekerja  secara  terarah dalam  mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif, dan 

efisien. Thai (Khi V, 2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa 

berpengaruh dalam keberhasilan suatu sistem pengadaan  barang/jasa pemerintah dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, lack of  corporate governance seperti 
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lemahnya  sistem  pengendalian  intern dan  kurangnya  pengawasan, mendorong  atau 

memberikan peluang terjadinya fraud (Van Akkeren & Buckby, 2017). 

H1 : Dapat menggambarkan kualitas pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten 

Mamuju berdasarkan Penerapan Prinsip Prinsip Pengadaan pada Bagian 

Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Sekertariat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Mamuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


